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. Mcnimbang- ¥ af'i Mbahwa dalam . upaya mendukung program Penyedlaan s

-Air: - Minum - dan Sanitasi. Berbasis' = Masyarakat"

(Pam81mas) di Kabupaten Bengkahs perlu dilakukan

- ‘upaya-upaya’ pembangunan dlantaranya pengembangan

- dan penmgkatan sarana dan prasarana Pamsimas yakm
- melalui kegiatan Keberlanjutan Program Pam51mas

. ..b. - bahwa dalam : rangka pemenuhan persyaratan
" keikutsertaan prograrn Hibah . Khusus PamS1mas (HKP)
“Tahun- Anggaran 2015, Kabupaten Bengkahs ‘wajib
L ?menyedlakan : dana -sharing - untuk . ,memblaya_l A
""‘,-?pelaksanaan Program Nasmnal HKP o

. c. ‘bahwa untuk kelancaran keglatan Keberlanjutan S
R AProgram Pamsimas dan H1bah Khusus Pamsimas. (HKP)
- perlu - menetapkan. . besaran “alokasi - anggaran’

- - penggunaan dana. ‘masing-masing ‘kegiatan yang terdiri
~+ dari- kegiatan  Keberlanjutan . ‘Program- Pamsimas dan -
: 'H1bah Khusus Pam81mas (HKP) Tahun Anggaran 2015 :

od. ii.lbahwa ©untuk kelancaran keglatan Keberlanjutan
N Program Pamsimas dan Hibah Khusus Pamsimas (HKP), -
ooperlu menylapkan Pedoman Pelaksanaan keglatan :
" Keberlanjutan - Program Pams1mas Oleh ' Lembaga -
"Keswadayaan “"Masyarakat - (LKM) /Kelompok -

Keswada}aan Masyarakat (KKM) Dan Penyedlaan Dana

! Sharing Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP)
':,_ijabupaten Bengkahs Tahun * Anggaran 2015 sebagai -
“‘acuan -dalam = setiap langkah penyelenggaraan
v‘pe‘mbangunan : dan pemngkatan - sehmgga dapat
'_‘«terlaksana secara ba1k dan tepat sasaran i

e ;bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana '
R ”-dlmaksud huruf a;- huruf b, huruf: ¢ dan huruf d, perlu
. tmenetapkan _+Peraturan- Bupati " tentang "Pedoman
" Pelaksanaan Keberlanjutan Program ‘Pamsimas" Oleh-

i vLembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Kelompok o

‘ . Keswadayaan- Masyarakat (KKM) dan Penyediaan Dana
- Sharing Untuk Program Hibah Khusus. Pamsimas (HKP)_ _
B Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2015




. Mengingat

Uhdahg—Undang Nomor - 12 Tahun 1956 tentang

-~ Pembentukan - Daerah ‘Otonom ~ Kabupaten dalam

~ lingkungan Daerah = Propinsi ~ Sumatera Tengah
 (Lembaran Negara - Repubhk Indones1a Tahun 1956
Nomor 25); . ‘

. ";;Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang W)
- Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia " -
ﬁ}Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286); : i

’fUndang -undang Nomor 1 Tahun 2004 'tentang oy
- Perbendaharaan Negara ‘(Lembaran Negara Republik -

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

L Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
. Undang-Undang. Nomor 33 tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

‘ ",“:-Pefnerintah Daerah (Lembaran  Negara Republik

’ ‘T‘Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang S
- Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara ‘Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
,»,;{;Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587 |

.]}'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang L
- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara -

S Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan -

; :Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
~ Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
“Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4595); ‘

{;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah -
diubah - -beberapa kali terakhir - ‘dengan - Peraturan

‘;},Pre31den Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
‘?:"Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
,,Tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemermtah

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006

- tentang  PedomanPengelolaan  Keuangan  Daerah

sebagaimana telah diubah dengan: Peraturan Menteri =

 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
' tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
. 1Daerah :

10 |
. Tahun - 2009 tentang ‘ Pko_kok-pok‘okk Pe‘ngelolaan' o
o ,Keuangan : ~ : _ , S

11

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 .

‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor or
' Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa o
co Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;

12‘.'Peraturan Bupati Bengkalls Nomor 10 Tahun- 2015

L tentang Penjabaran Anggaran’ Pendapatan dan BelanJa

o Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;




g ,'Me‘netapkan

i MEMUTUSKAN

: ‘PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN R

KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS OLEH LEMBAGA
KESWADAYAAN - MASYARAKAT /-~ KELOMPOK

KESWADAYAAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN DANA
. SHARING UNTUK PROGRAM HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

BABI
i KETENTUAN UMUM

\Pasal 1 :

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1. :Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ben'gkalis dan
- . Perangkat Daerah sebaga1 unsur penyelenggara
- Pemerintah Daerah. e IRE R

3, _'-\'“Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs

4.. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang

. selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan
- dan BelanJa Daerah Kabupaten Bengkalis. i

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten _ S

- Bengkalis.

"6_k.fi‘Satuan KerJa Perangkat Daerah yang selanjutnya k ‘;
-~ disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di =

Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Bengkahs

- 7.- Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah yang selanjutnya
. -disebut dengan - pengadaan Barang/ Jasa - adalah
 Kegiatan - untuk’  memperoleh Barang/ Jasa oleh

: ':}Kementrlan/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/

- Institusi lainnya - yang . prosesnya ~dimulai dari
_ perencanaan kebutuhan sampai dlselesa1kannya‘

' seluruh keglatan untuk memperoleh Barang / Jasa..

8 ,Pengguna Barang/ Jasa ‘adalah = Pejabat pemegang

 kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik

U ‘Negara/ Daerah Pemermtah Kabupaten Bengkahs
9. »Pengguna Anggaran yang selan_]utnya di sebut PA adalah

. Pejabat Pemegang kewenangan Pengguna Anggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

. dipimpinnya di- hngkugan } ,Pemerlntah Kabupaten

- Bengkalis  yang = menggunakan dilingkungannya =

* Pemerintah Kabupaten Bengkahs yang menggunakan
~ dana APBD. S . :

10 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dlsebut

. KPA adalah pejabat yang d1tetapkan oleh Bupat1 untuk .
“’fmenggunakan APBD. e

11. Pejabat Pembuat Komltmen yang selan_]utnya disebut
- PPK adalah pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagai

- pemilik = pekerjaan, yang bertanggung jawab  atas
pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa.:




12.

4

,Pan1t1a/ PeJabat Penerlma Has11 Peker_]aan adalah

Panitia/ Pejabat yang ditetapkan Oleh PA/KPA . yang

" bertugas memerlksa dan menerlma has11 pekerjaan

o '13.4Kelompok KerJa Air. M1num dan Penyehatan L1ngkugan

“yang selanjutnya disebut POKJA AMPL adalah kelompok

kerja lintas SKPD yang" salah satu tugasnya adalah

-melakukan koord1nas1 pengendahan dan -pemantapan

o gpelaksanaan pembangunan air mlnum dan sanitasi.

141

Panitia Kemltraan yang selanjutnya disebut PAKEM -

© adalah = suatu unsur Pokja ~ AMPL/Pokja

' Samta51/ Kelompok KerJa dengan nama lain (yang fokus

~ menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten/ kota)
~ yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program,

pemantauan, dan evalua31 penyelenggaraan Program

L Pams1mas

15. .

District PTQ]eCt Management Umt (DPMU) adalah tim
‘lintas sektoral yang dibentuk oleh kabupaten/kota yang

beranggotakan ‘beberapa instansi - terkait dengan

: 'keglatan Pamsimas: yang berperan mengarahkan dan

16,

memantau - pelaksanaan - - program di t1ngkat R

Kabupaten /Kota.

‘Badan Pengelola Sarana Penyedlaan A1r Minum dan
‘Sanitasi (BP-SPAMS) adalah lembaga resmi yang
dibentuk oleh pemerintah di tlngkat desa yang berperan

~ sebagai pengelola unit sarana air bers1h / air minum yang

o 7 jtelah disediakan oleh pemermtah

rv» 17.
“yang' diberikan - kepada  desa-desa yang . telah »
 melaksanakan program. dengan baik -dan melampau1 T

H1bah Insentif Desa (HID) merupakan program reward

standar kinerja pencapaian target air minum, sanitasi

" dan kesehatan yang ditujukan baik terhadap desa

,reguler maupun desa replikasi.

18 Hibah Insentif Kabupaten (HIK) adalah merupakan

- program reward yang diberikan kepada kabupaten yang

e dengan baik dan melampaul standar kinerja pencapaian
: »target air - minum, . sanitasi dan kesehatan secara
"menyeluruh dalam satu kabupaten. :

19.

berprestasi yang telah melaksanakan program pamsimas

Fas1ltator Keberlanjutan yang selanJutnya disebut FK
~ merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk

"m‘engkoordmasﬂ(an dan membina ._pelaks‘anaan tugas

Fasilitator Masyarakat (FM) pada desa sasaran baru di

wilayah kerjanya, dan melakukan fasilitasi, advokasi
dan dukungan kepada Panitia Kemltraan POKJA AMPL

‘dan DPMU tlngkat Kabupaten v .
\Fas1l1tator Masyarakat yang selanJutnya dlsebut FM

-“adalah tenaga konsultan personil yang bekerja

'mendampmgl masyarakat, selama  melaksanakan

-+ - program Pamsimas sampa1 dengan masa kontrak yang
| telah dltetapkan ' :




' Pésal» 2

,Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas -
oleh = Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) = atau

. ‘Kelompok > Keswadayaan - Masyarakat = (KKM) yang

- dilaksanakan - secara - swakelola dan Penyediaan Dana = -
- Sharing . Untuk Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP)

S Kabupaten Bengkalis Tahun" Anggaran 2015 'sebagaimana

o fﬂtercantum ‘dalam 'Lampiran Bupati ini merupakan bagian

- yang tldak terplsahkan dar1 Peraturan Bupat1 ini.
Pasal 3

‘(1) Keberlanjutan ' Program Pam31mas " oleh Lembaga :
-~ Keswadayaan Masyarakat O (LKM)/ Kelompok
Keswadayaan Masyarakat (KKM) - yang dilaksanakan
secara ' swakelola . . . merupakan kegiatan
o pembangunan/ peningkatan/ pengembangan . sarana
- Pamsimas menjadi sarana ~penyediaan air minum
~ masyarakat - yang d1kelola ‘secara . mand1r1 ‘oleh badan -

-~ pengelola ‘yang - - dltunjuk - oleh. .  pemerintah 'vf:J‘ e

. .desa/ kelurahan yakm Badan Pengelola Sarana dan
ok gi‘Prasarana Air Minum dan San1tas1 (BP-SPAMS). ‘

(2 3H1bah Khusus Pamsimas _(HKP) merupakan keglatan
R '_‘penlngkatan sarana dan prasarana pamsimas yang telah
- disediakan yang di identifikasi tidak = berfungsi
~ sebagaimana ‘mestinya atau hanya berfungs1 sebaglan
- agar dapat berfungs1 secara opt1mal

(3) }Pendanaan HKP bersumber dar1 40% dana APBN, 40%
' dana“ Sharing Kabupaten dan . 20% ‘dana partisipasi
R masyarakat yang terdiri dari 16% berbentuk’ partisipasi
R ',‘barang dan tenaga (in kmd) dan 4% berbentuk ‘uang (zn_‘”‘ ’
s _jcash) r SR : : : :

Pasal 4

I Vr(l)'nyedoman Pelaksanaan Keberlan_]utan Program Pamsimas
_“oleh = Lembaga Keswadayaan ° “Masyarakat ~(LKM)/ -

- Kelompok® Keswadayaan —Masyarakat - (KKM) dan =

- Penyediaan - Dana Sharing - Untuk- Program Hibah
- Khusus Pamsimas (HKP) menjadi dasar dan acuan
-dalam - setiap langkah penyelenggaraan - kegiatan
. pembangunan/ penmgkatan/ pengembangan sarana
L Lf"Pams1mas menjadi sarana penyedlaan air minum. ‘

'(2)j Pedoman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebaga1 ‘
- acuan dalam pembagian alokas1 dana hibah kabupaten
- _‘ryang telah dlanggarkan pada Tahun Anggaran 2015

: Pasal 5

‘~Pemb1ayaan j Pelaksanaan ', keglatan pembangunan/

Vpenmgkatan/ pengembangan ‘sarana’ Pams1mas menjadi
- sarana penyediaan-air minum masyarakat oleh LKM/KKM

~ dan .Penyediaan Dana Sharing “Untuk Program Hibah
"~ ~Khusus' Pam51mas (HKP) dlbebankan kepada APBD Tahun
Anggaran 201 S. : ‘




BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah.

S W Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Juni 2015

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. HANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 32
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 LAMPIRAN : 'PERATURAN BUPATI BENGKALIS
. .~ NOMOR : 32 Tahun 2015
TANGGAL 1 Juni 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PAMSIMAS
OLEH LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)/KELOMPOK
KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM) SECARA SWAKELOLA

DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

- BAB
UMUM

LATAR BELAKANG

Pemerlntah Indones1a memlhkl komitrnen “‘yang kuat untuk

" mencapai target lelennlum Development Goals sektor Air Minum dan

Sanitasi ( WSS-MDG), yaltu menurunkan separuh dari proporsi penduduk
yang belum mempunya; akses air minum dan sanitasi dasar pada tahun
2015. Sejalan’ dengan 1tu Pemermtah telah melaksanakan berbagai

program dan kegiatan guna mencapa1 tuJuan tersebut secara Nasioanal =

pemngkatan pemenuhan terhadap akses air minum dilakukan dengan

 berbagai program seperti Daerah Rawan Air, Penyedlaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Air Bersih Perdesaan dan
program program lain yang 'secara umum dllaksanakan dengan pola
mengikut sertakan peran - masyarakat secara aktif ~dalam upaya
-pembangunan sarana dan prasarana yang dlbutuhkan :

Se_]alan dengan upaya pencapalan target WSS-MDG tersebut,
Pemerintah Kabupaten Bengkalls juga berperan aktlf dalam mengikuti
program-program d1b1dang a1r bersih dan air minum. Sejak otonomi
daerah Pemerintah Kabupaten Bengkahs telah melakasanakan Program
pen1ngkatan akses terhadap air bers1h/ air minum non perplpaan yakni
Air Bersih Perdesaan balk berupa pembuatan sumur bor, pembangunan
unit sarana penampung air huJan dan lamnya yang semuanya bermuara
pada peningkatan akses masyarakat terhadap ketersedlaan air bers1h o
dan air minum. ’

SeJak tahun 2008 Pemermtah Kabupaten Bengkahs Juga telah ikut
serta dalam Program Pam51mas yaitu salah satu program Nasional
untuk menmgkatkan akses penduduk ‘perdesaan dan peri urban
‘terhadap fasﬂ1tas air mlnum dan samta31 yang layak dengan pendekatan
berbasis masyarakat. Melalui- program Pamsimas sampal dengan Tahun
2014 Kabupaten Bengkahs telah berhasil menmgkatkan jumlah warga
miskin perdesaan dan pmgglran ‘kota yang dapat mengakses pelayanan
air bersih/  air minum dan sanitasi, = serta memngkatkan nilai dan
perllaku hldup bers1h dan sehat (PHBS) masyarakat



1.2

Secara umum pelaksanaan program air ber31h/ air minum

'perdesaan khususnya Pams1mas di Kabupaten Bengkahs sampai dengan. .
tahun 2014 telah dllaksanakan hamplr dlseluruh Desa/ Kelurahan. - RN
 Desa/ kelurahan yang telah d11ntervens1 melalul program Pamsimas telah

mem111k1 kelembagaan yang d1tun_]uk untuk mengelola air minum dan

. sanitasi secara mandiri di tingkat Desa/ Kelurahan yang disebut Badan

Pengelola: Sarana Penyedlaan A1r Minum dan Sanlta31 (BP SPAMS).
Dalam pelakasanaannya BPSPAMS secara keseluruhan memang belum
dapat dlkatakan mak31ma1 men_]alankan perannya menyedlakan air

bersih non perplpaan dan a1r minum- bag1 ' masarakat Hal ini =~
‘ dlkarenakan adanya keterbatasan anggaran yang d1 ber1kan oleh
;pemerlntah pusat untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik air

bers1h dan air minum, terutama penanganan pada daerah pesisir yang
kualitas air bakunya sebaglan besar sangat rendah dan memerlukan
penanganan yang lebih kompleks e '

Meny1kap1 berbaga1 persoalan akses air mlnum dlperdesaan dan

target 'MDG’s ‘pada tahun 2015, Pemermtah Kabupaten Bengkalis

" melalui D1nas Tata - Kota, Tata Ruang dan Permuklman Kabupaten wi
'Bengkahs bersama dengan beberapa SKPD/ Instans1 terkalt berupaya

 untuk mengata81 keterbatasan fasﬂltas yang berlmbas pada rendahnya E

pelayanan ; air mlnum tersebut “dengan upaya pembangunan
peningkatan dan pengembangan terhadap sarana yang telah dibangun
terutama: melalu1 program. Pams1mas Sehlngga dlharapkan sarana dan

‘ prasarana “tersebut leb1h mampu menjadl unit sarana andalan dalam
- penyed1aan ‘air minum. dan membuka akses seluas luasnya bag1 o
: masyarakat menengah ke bawah terhadap ketersedlaan a1r mlnum

MAKSUD

Program ini dlmaksudkan untuk melanjutkan pembangunan

melalui - penlngkatan atau pegembangan sarana prasarana yang telah e

terbangun melalui berbaga1 program terutama Pamsimas sehlngga'

‘menjadi unit sarana yang andalan dalam penyedlaan air ber31h/ air e
minum di t1ngkat desa/ kelurahan d1 Kabupaten Bengkahs melalui

pendekatan pemberdayaan masyarakat Dengan demlklan dlharapkan
dapat ‘meminimalisir angka penyaklt yang dlsebabkan oleh air serta

‘ menlngkatkan taraf kesehatan masyarakat secara umum




Sy

‘;,a.’ "Memngkatkan peran serta‘ masyarakat mu1a1 aspek perencanaan .

oA

g 'rnasyarakat dengan cara -

' Program vbertujuan ; untuk“ menlngkatkan produktlﬁtas

» ‘,i-;pelaksanaan pengawasan dan pengendahan pemanfaatan sertak*‘
’ *_pemehharaan terhadap sarana yang telah d1sed1akan f e : :

‘fb-if-’kMemberlkan peluang kerJa kepada masyarakat setempat sekahgus By

L dlharapkan dapat menlngkatkan pendapatan masyarakat melalur

B o pehbatan masyarakat dalam keglatan pembangunan

d .-Menmptakan masyarakat yang mempu secara mand1r1 efektlf dan"l,: LT

(‘"SASARAN

c Menc1ptakan masyarakat dan s penyelenggara pemerlntahan yang;-
cerdas, Ju_]ur bertanggung Jawab berakhlak muha : S

eﬁs1en dalam pemenuhan kebutuhan terhadap alr mlnum o

Sasaran ‘darl program\ 1n1 adalah pembangunan' pengembangan' L

o maupun penlngkatan sarana dan prasarana Pams1mas menJad1 unit

o : sarana penyedlaan a1r ber81h / rmnum yang akan dlkelola oleh BP SPAMS“ .

o menyadarl bahwa bantuan pemerlntah tersebut merupakan motlva81 " .

: desa/ kelurahan yang mempunyal komltmen swadaya yang t1ngg1 sertaf

L 'f‘untuk penyedlaan a1r rmnum yang memenuhl standar kelayakan secara S

. ”mandlrl pada masmg masmg desa/ kelurahan
1

o pengembangan maupun pen1ngkatan sarana dan prasarana Pamsimas
e ;menjadl unlt sarana penyedlaan a1r bers1h/ mlnum yang dllaksanakan By

‘RUANG LINGKUP '

Ruang hngkup keglatan adalah melaksanakan pembangunan '

dengan pola pemberdayaan masyarakat melalu1 organ1sas1 yang telah: S

S .‘dlbentuk secara demokratls oleh masyarakat yang dlsebut Lembaga

‘ Keswadayaan : Masyarakat ,(LKM) atau Kelompok Keswadayaan‘ ; 

o - ‘f”Masyarakat (KKM)

'PRINSIP dan PENDEKATAN

1 6 1 PRINSIP PENGELOLAAN S SO
Pr1n31p penyelenggaraan prograrn 1n1 adalah sebagal berlkut

. ".'_’1-' ‘Pernlhhan desa/ kelurahan penerlma prograrn dan keglatan ‘
""’;'Keberlanjutan Pam81mas adalah desa/ kelurahan _yang |
s fsebelumnya pernah meng1kut1 program Pam31mas serta sudahiq'
“ ;-'memlllkl LKM atau KKM dan BP-SPAMS;
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b. Pemilihan desa sasaran penerima kegiatan. Kebérlajutan -
Pamsimas berdasarkan hasil eValuasikabUpaten kyang dibantu
~ oleh Fasilitator Keberlan_]utan Prov1ns1 Rlau Dengan demikian
diperoleh" desa/ kelurahan yang ‘siap menerima dan
menjalankan program ‘serta mendapat dukungan penuh dari
masyarakat (acceptable) Proses selek31 dan pengusulan calon
penerima berdasarkan kriteria yang d1tetapkan Fasﬂltator
Keberlanjutan (FK); ’ . ‘
~ ¢. Keberlanjutan Program Pamsimas dllaksanakan dengan pola
swadaya oleh kelompok masyarakat desa/ kelurahan sasaran
adalah desa/ kelurahan yang siap untuk dljadlkan desab
percontohan untuk tahun berikutnya (Pllot PrOJect) Sementara
segala mekanisme mengenai proses pelaksanaan program
dilapangan mengadopsi petunjuk pelaksanaan Pam31mas :
~d. Penyelenggaraan kegiatan masyarakat dilakukan secara
~ terbuka dan _dlkctahul oleh semua ‘unsur masyarakat o
(transparant) melalui penyedlaan medla komunikasi - dan |
informasi yang akurat dan mudah’ diakses oleh masyarakat :
vk e. Penyelenggaraan keglatan harus dapat d1pertanggung]awabkan ‘
(accountable) dalam hal ketepatan sasaran, ketetapan waktu,
ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan ,
Cf kPenyelenggaraan keg1atan dapat memberikan manfaat kepada ,
| | masyarakat secara . berkelanjutan (suzstamable) yang ditandai
dengan - adanya pemanfaatan dan : operas1onahsa31 yang o
mandiri dan berkelanjutan R R
g ,'Pemellharaan dan pengelolaan | haSil" pembangunan e
o Keberlajutan Pams1mas dlselenggarakan secara mand1r1 oleh
'BP-SPAMS bersama Pemerintahan Desa/ Kelurahan.‘ '

'1.6.2 PENDEKATAN

Program Cini merupakan’ 'pr,ogram" pembang‘unan yang
berbasis pa.d’av pemberdayaan dan partisipasi rmasyarakat melalui :
a. Pembangunan vang berkualitas, artinya pembangunan

Keberlanjutan Sarana  Pamsimas menjadi unit sarana
penyediaan air ber31h/ minum desa/ kelurahan dlbangun
harus memenuhi standar umum yang telah d1tetapkan,

b. Keberpihakan pada masyarakat menengah ke bawah, orientasi

kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil

- d1utamakan bagi penduduk golongan menengah ke bawah atau
‘kurang mampu ' ‘ ‘ .

e Part1s1pa81 ‘masvarakat terhbat secara aktlf dalam kegiatan

mulai dar1 proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan
. maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong;
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2.1

2.2

1

d Keswadavaan kemampuan masyarakat menjadi faktor =

‘ pendorong utama dalam keberhasﬂan keglatan baik proses -
perencanaan : pelaksanaan - pengawasan, maupun
pemanfaatan has11 keg1atan - R

e. Keterpaduan = pembangunan dimana kegiatan yang'

| dilaksanakan rnem111k1 sinergi dengan kegiatan pembangunan
lain dengan : prinsip : 'V‘pémbangunan yang berWawasan
‘11ngkungan SRR S B o

INDIKATOR KEBERHASILAN

Tingkat keberhasﬂan pelaksanaan program ini dltentukan dengan‘
indikator sebaga1 berlkut : '

as Terbangunnya unlt sarana penyedlaan air mlnum desa/ kelurahan :

“yang dapat melayanl kebutuhan masyarakat secara mandiri oleh
desa/ kelurahan melalui lembaga yang dibentuk dalam upaya

pemenuhan target pelayanan MDG’s, sesuai dengan ‘kebutuhan -

masyarakat serta berdasarkan anggaran yang tersedla

‘b. ,‘Terbentuknya lembaga masyarakat pelaksana keglatan yang

bertanggung Jawab terhadap‘ . pembangunan/ peningkatan/ 8
pengembangan serta ' keberlanjutan pemanfaatan sarana
penyedlaan air minum mand1r1 desa/ kelurahan yang telah“
_dlsedlakan B, ' R

c... Memenuhi 3T yaltu Tepat Sasaran Tepat Waktu dan Tepat Mutu

A BABHfi;;‘
 ORGANISASI .

UMUM

Pelaksanaan pembangunan/ penlngkatan/ pengembangan unit

sarana penyedlaan ~air. minum desa/ kelurahan dengan pola»f B
pemberdayaan masyarakat ini perlu dldukung struktur organisasi yang , o

melibatkan unsur ‘instansi di t1ngkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa
serta kelompok masyarakat KKM sebagal pelaksana keglatan di desa/
kelurahan ' ' : :

DI TINGKAT KABUPATEN

Pelaksanaan program in dlfa3111ta51 oleh . Sékretariat Daerah
Kabupaten Bengkahs dan Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Permukiman

: Kabupaten Bengkahs dengan unsur-unsur yang terlibat  dalam -

pelaksanaan keglatan pembangunan / penlngkatan / pengembangan unit -

‘'sarana penyedlaan dir bersih/ minum desa/ kelurahan dengan pola -
kpemberdayaan masyarakat 1n1 adalah sebaga1 ber1kut :



221

12

PeJabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebaga1 Pejabat Pembuat

~ Komitmen- (PPK)

Dalam 'zmelaksanak'an R kegiatan‘ " pembangunan/
peningkatan/ pengembangan unit - sarana penyediaan air minum
desa/ kelurahan dengan pola pemberdayaan ‘masyarakat ditunjuk
pejabat dari Dinas Tata Kota ‘Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Bengkahs sebagaJ PeJabat Pembuat Komitmen (PPK)
'yang bertanggung jawab secara tekms dan adm1n1stras1 keuangan
terhadap pelaksanaan keglatan Tugas dan tangg‘ung Jawab PPK |
adalah sebagal berlkut Fs : : ‘

Cooa. Mengendahkan pelaksanaan keglatan ba1k ﬁ51k rnaupun'

keuangan

b. ‘Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan

C. :Menylapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran

- 2.2.2

- pelaksanaan keglatan yang mencakup dokurnen administrasi
4keg1atan maupun dokumen adm1n1stra31 yang terka1t dengan
persyaratan pembayaran yang dltetapkan sesuai dengan

' ketentuan perundang-undangan e :

Pe_]abat Pelaksana Teknls Keglatan (PPTK)

" Pejabat Pelaksanan Teknls Keglatan (PPTK) dltunjuk untuk
membantu pelaksana tugas PPK antara lain:

- Tugas dan Tanggung J awab PPTK sebaga1 berlkut

a. Membantu PPK melakukan persmpan pelaksanaan dllapangan

pengawasan dan evaluas1 semua keglatan dllapangan secara
berkala N - P [N . T

. b. Berkoord1na51 . dengan lembaga t,erkai’t: gbaik di tingkat -

Kabupaten maupun Kecamatan

c. Membuat dan menanda tangam laporan perkembangan hasﬂ.‘ e

»pelaksanaan dllapangan dan melaporkan kepada PPK

d. _Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan kepada
| Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

€. Menylapkan dokumen anggaran “atas beban pengeluaran
‘ pelaksanaan keg1atan yang mencakup dokumen admlnlstra51
kegiatan maupun yang. erkalt dengan -persyaratan
pembayaran. yang dltetapkan _sesuai dengan ketentuan

- perundang- undangan Y | ‘
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2 2. 3 Pengendahan Keg1atan

i Pengendah keglatan adalah staf—staf Dlnas Tata Kota Tata_
Ruang dan Permuklman Kabupaten Bengkahs dan ’I‘enaga

 Fasilitator Masyarakat (TFM) yang dltunJUk 3 :ebagal fasilitator

;untuk melaksanakan 3051a11sas1 pengendahan monltomng dan

‘evalua81 pelaksanaan keglatan serta bertanggung Jawab kepada‘
";Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pengguna Anggaran (PA) sebaga1 L
. :»,Pe_]abat Pembuat Komltmen (PPK) : ‘ oty

STRUKTUR KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN / PENGEMBANGAN
UNIT SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DESA/ KELURAHAN DENGAN POLA
R PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

]alur Struktural

: 'j ‘ ]alur Fungsmnal

“ KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
L PE]ABAT PEMBUAT KOMITMEN B

; Umt/Lembaga Terkait ngkat
‘Kabupaten (SETDA,; TKTR, Bappeda, ok
.BPMPD dan Dmkes, Kecamatan)

.7 'FASILITATOR :
KEBERLANJUTAN

. Tenaga Admmstra51 b
- Pemermtah;-‘;, .

Kabupaten =

_BPSPAMS |1

———pGaris Dukungan

. Keterangan :
L Do - = ="-p". Garis Koordinasi . -

S ;2".3 DI TINGKAT KECAMATAN dan DESA

2 3. 1 D1 Kecamatan

: D1 kecamatan terd1r1 darlb Camat tokoh masyarakat (agama
3adat dan ormas) dengan tugas sebagal berlkut

;"a Mens031a11sa31kan program kepada perwakﬂan masyarakat dar1
desa—desa dlmana prograrn tersebut dllaksanakan yang -

termasuk dalam w11ayah kecamatan tersebut : l




14

b ;Me’nghad'iri‘ dan rnéndorong berfangsnngnya sosialisasi
program; |

c ‘ Mémbantu pelaksanaan “nr‘o:grarn p’ada setlap tahapan,_ o

- 'penyelesalan masalah yang timbul di Wllayahnya 5

~d. Membantu proses pemehharaan dari has1l pembangunan

2 3. 2 D1 Desa

D1t1ngkat desa/ kelurahan khususnya desa/ kelurahan yang

| 3 telah men_]alankan program pamsimas telah d1tunJuk kader desa
*yang berperan ' dalam menggerakkan masyarakat untuk

~ berpartisipasi | dalam pemberdayaan - rnasyarakat dan

, pembangunan 'part151pat1f khusus untuk bidang air ‘minum dan '
penyehatan llngkungan (Kader AMPL).

: Adapun tugas kader AMPL adalah sebaga1 berlkut

a. Kader AMPL menyedlakan data pencapalan klnerja AMPL e
kepada Pemerlntah Desa/ Kelurahan, i

b Kader AMPL bersama dengan KKM memfas111ta51 sinkronisasi
. PJM Pro AKSI dan RPJM /RKP Desa;

c. Membantu pemermtah Desa/ kelurahan dalam mengawal
B pr10r1tas AMPL Desa dalam forum perencanaan pembangunan
L 'Desa/ Kelurahan atau yang leb1h t1ngg1 ’

d.. Mernbantu pernermtah Desa menyusun pelaporan mengenall SRR
= klnerja SPAMS dan BP SPAMS kepada Sek51 PMD Kecamatan o

dan A3081as1 Pengelola SPAMS perdesaan

; Selam kader AMPL d1t1ngkat desa/ kelurahan juga
~dibentuk BP- SPAMS yang mermhkl tugas dan tanggung Jawab
- sebagai berlkut ' ’

| a. ~ Melaksanakan Anggafan 'Dasaf dan Anggaran'Rumah Tangga
dan hal- hal 1a1n yang dltetapkan oleh rapat anggota

b.‘_Bersama masyarakat menetapkan 1uran pemanfaatan sarana -
~ air minum dan sanlta81 untuk pengoperas1an pemelhharaan ‘
,penyusutan dan pengembangan sarana; :

'é_.‘ ~Menghlmpun mengadmlnlstra31kan dan. mengelola keuangan'
baik dari i juran, bantuan dana dari Pemda maupun dana 1a1n
'yang tidak meng1kat ' L E

. d vMenyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota secara
~ berkala, menyusun | pelaporan dan . pqrtanggung]aWaban‘ |
K 'rpengurus BP SPAMS B RO
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e. Memberikan laporan (Rekap Bulanan) pelaksanaan dan
, 'pertanggung]awaban kepada LKM/ KKM dan pemerintah desa
secara  berkala . (1)._" kali ‘dalam 6. bulan) dan

’ mempubhkas1kannya T e g T

f. Mengelola pemakalan air sesuai kesepakatan masyarakat;

g. ‘Mengelola pengembangan san1tas1 L ;sesuar ‘kesepakatan“
masyarakat ‘ R ' o »

ho 'Mengorgan1s1r masyarakat dalam pemellharaan dan perba1kan 7
- SAM; o ‘

i Meng1nventar1s1r dan menyelesalkan permasalahan

] Mengldentlﬁka31 sumber poten31 kerusakan SPAMS ~antara
. la1n : :

- Menglnventarlsw sarana dan prasarana air minum dan
san1tas1 desa; : ‘

.- Menyusun rencaria' “kegiatan - pengopera31an dan
pemehharaan sarana air mmum dan san1ta31 v '

- Mengoperasﬂ{an dan memehhara SPAMS desa
ko 'Mengorgan1s1r keglatan

Pelestarlan sumber a1r mlnum

Penmgkatan Perllaku Hldup Ber31h dan Sehat di masyarakat

Keglatan kesehatan llngkungan di masyarakat termasuk

Memngkatkan penggunaan _]amban

1. : Mengembangkan Jarlngan kerJa dengan plhak-plhak lain.

PELAKSANA KEGIATAN -

2 4.1 Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ~atau K\elompo‘kg .

Keswadayaan Masyarakat (KKM)

Untuk setlap Desa/ Kelurahan yang telah menglkutl program ,
k’ Pam31mas LKM/ KKM* telah d1bentuk melalu1 Musyawarah Desa.
“LKM/ KKM dlbentuk berdasarkan rembug dan dltetapkan oleh -
,Kepala Desa/ Lurah yang kemudian d1tuangkan ‘dalam akte

g  notaris pembentukan LKM /KKM. adapun susunan. Susunan KKM |

terdiri dar1 Ketua dan Bendahara dan Anggota

LKM/ KKM : merupakan ' lembaga ~eksekutif - yang
pembentukkan dan pengelolaannya diprakarsai oleh ~ warga 2
’#masyarakat LKM / KKM berperan dalam pengendah (Steermg)
bukan sebaga1 pelaksana (Implementmg) program 'sehingga
dengan -demikian LKM/ KKM dapat membentuk Unit Pelaksana :
' (UP) dan Satuan Pelaksana (Satlak)
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Sesuai 'dehgari ' ’Program Pamsimas dan Keberlanjutan

Program Pam31mas LKM /KKM mem1hk1 tugas sebaga1 berikut :

“a. Merumuskan dan menetapkan kebljakan serta aturan main
(termasuk sanks1) ‘secara - demokratls dan partlslpatlf |
- mengenai hal- hal yang bermanfaat untuk memngkatkan'
keseJahteraan -masyarakat; warga desa/ kelurahan _setempat'
_termasuk ~ penggunaan ’Dana BLM4 Pamsimas dan
: Keberlanjutarl Pamsimas; R \

b Mengorgamsas1 maéyarakatk “untuk  bersama-sama
‘merumuskan visi, misi, rencana strategls dan rencana
prograrn penlngkatan keseJahteraan masyarakat tahunan.
. Memfa5111ta31 asp1ras1 ‘dan prakarsa masyarakat dalam
perumusan keybu‘tukhan _dan usulan program penyediaan.
- layanan - air - minum dan ,tsanitasi "d'an penanggulangan -
kem1sk1nan pada umumnya untuk dapat dikomunikasikan,
dikoordinasikan dan d11ntegras1kan dengan program serta
B kebl_]akan pemerlntah desa/ kelurahan “kecamatan dan -
kabupaten, = T | -

C. 'Mengkoordmamkan pengelolaan | program'program yang

diterima masyarakat dan pelaksanaan program yang

~ dilakukan oleh Un1t—un1t Pelaksana (UP)/ Satuan Pelaksana»
. (Satlak) berbagal program sektoral ‘

d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif
sejak tahap penggahan ide dan aspirasi, pemerataan swadaya
atau penllalan kebutuhan, : ”peréncanaah  pengambilan

: keputusan pelaksanaan pemehharaan hlngga monitoring
- evaluas1, S :

e. Membangun transparansr dan' kuntablhtas | kopada
- masyarakat dan p1hak luar melalui berbaga1 media sepert1
papan pengumuman 31rkula51 laporan kegiatan = dan
 keuangan, serta rapat dan laporan pertanggung]awabanr
secara terbuka, ‘ . e

f. v,:‘Memonltor mengawas1 dan memberlkan masukan untuk
berbagai kebl_]akan maupun program pemerlntah yang

mendapatkan pelayanan ~dasar, maupun pembangunan
'desa/ kelurahan pada umumnya,‘ o T '

vg.i Memomtor ' mengawas1 dan : mengendahkan pelaksanaan ‘
s keputusan keputusan v yang telah _d1amb11 LKM/KKM
termasuk penggunaan : dana-dana Lbantuan . program

‘ pemberdayaan yang d1ter1ma S | ' *

berkaitan dengan kepentmgan masyarakat miskin untuk
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Menjamln dan mendorong peran serta Sebagai unsur -

_masyarakat khususnya masyarakat mlskln dan kaum‘
- perempuan di - w1layahnya, : me1a1u1 pr‘osesr serta  hasil

keputusan yang adil dan demokratls

Membuka akses dan kesempatan yang seluas luasnya kepada
masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebuakan )
keputusan, keglatan dan keuangan yang berada di bawah
kendah LKM/ KKM o

‘Mengawal _~penerapan " nilai-nilai hakiki,‘ _dalam setiap
keputusan “maupun’ pelaksanaan Keberl’anjﬁtan Program
Pamsimas serta pembangunan lalnnya d1 desa/ kelurahan"' "

: masmg—masmg

Fungs1 ; Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau 1

-Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)

a.

'Sebaga1 penggerak dan pemicu munculnya kembali nilai- n11a1

kemanusiaan, kemasyarakatan, ~dan demokras1 dalam' ,

kehldupan nyata masyarakat setempat

.-ﬁPenggerak proses pengembangan aturan (kode etlk kode tata
' ilaku, dsb) v E

. Penggerak proses pengambllan keputusan yang ad11 dan',
'demokratls ‘ . o :

Pengendahan aspek sosml terhadap proses pembangunan

. Pembangklt dalam memed1a51 asp1ras1’ dan part1s1pa51_
; masyarakat : ‘

Wadah 1nforma31 dan kornunlka31 bag1 warga masyarakat

desa/ kelurahan setempat

Penggerak untuk advokas1 dan meng1ntegras1kan kebutuhan .

‘program di masyarakat ‘dengan kebl_]akan dan program '
“pemerlntah desa/ kelurahan setempat ' SR ‘

Mitra kerJa pemermtah desa/ kelurahan setempat dalam upaya ‘

' penyedlaan layanan air bersih/ minum, san1tas1 kesehatan
~dan penmgkatan kapa31tas masyarakat '

Hal-hal yang perlu dlperhatlkan terkalt kenggotaan Lembaga |

Keswadayaan. Masyarakat (LKM) atau Kelompok Keswadayaan
Masyarakat (KKM)

: a.

Pemilihan anggota LKM / KKM d1lakukan melalui pros'es'f

pemlhhan secara langsung oleh Warga masyarakat tertuhs
rahasia, tanpa. pencalonan dan tanpa kampanye maupun :
rekayasa dar1 31apapun S L RSO '
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b Semua warga dewasa di desa/ kelurahan pada dasarnya dapat
: d1p111h sebagal anggota LKM /KKM b11a memenuhl kriteria yang ’

telah d1sepakat1 warga Namun demlklan untuk perangkat -

~ desa ‘yang masm aktlf bekerja t1dak dapat d1p11h men_]adl
: anggota LKM / KKM '

- c.fKrlterla keanggotaan LKM / KKM merupakan perwujudan dar1 =
g <n11a1 nilai Iuhur kemanus1an sepert1 ‘anatara 'lain : dapat

‘ dlpercaya masyarakat jujur, adil, ikhlas dan 'sebagainya.
'Faktor pendldlkan status, pengalaman keterampllan jabatan

) \dan kr1ter1a—kr1ter1a lain yang t1dak langsung terkalt dengan_‘

) _n11a1 n11a1 keprlbadlan manu31a merupakan n11a1 tambahan;

d. :_Untuk desa yang sudah terbentuk LKM / KKM dan masih aktif
i ”;“dalam kepengurusan sarana prasarana yang telah disidiakan
~ tidak perlu dilakukan pembentukan ‘baru. Jika terhadap
struktur kepengurusan LKM/KKM dlperlukan adanya

N pergantlan/ rev1s1 © 'maka desa/kelurahan . dlharuskan
'melakukan musyawarah éesual dengan ketentuan dalam -
petunJuk pelaksanaan pams1mas ‘ '

‘TENAGA FASILITATOR MASYARAKAT

'Dalam pelaksanaan keglatan KPA dlbantu oleh tenaga

‘pendampmg profesmnal yang terdiri dari tenaga pendamplng yaltu_

Tenaga Fasﬂ1tator Masyarakat (TFM) d1t1ngkat desa

Tenaga pendampmg profesmnal dapat d1tunJuk sebaga1 tenaga
individual dengan sistem rekrultmen oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang

dan_ Permuklman dan di utamakan kepada yang telah berpengalaman o

dalam proses pendamplngan temtama program pam31mas TFM
ditunjuk dan dltetapkan oleh KPA yang bertugas berdasarkan kontrak

- kerja, mendampingi désa/ kelurahan 'selama ‘berlangsungnya kegiatan

Keberlanjutan Program Pam31mas h1ngga selesal -
Adapun persyaratan men_]adl TFM adalah

1. Dlutamakan Berlatar belakang pend1d1kan m1n1ma1 D I Jurusan B

‘~Tekn1k Slpll/Ars1tektur atau sarjana 8051a1 yang telah =

berpengalaman ‘dalam pemberdayaan Program PamS1mas pada
~ tahun- tahun sebelumnya, : S : -

2. Pria maupun wamta berus1a 20—40 Tahun dan d1n11a1 mempunyal
kemampuan yang cukup untuk melaksanakan Keberlajutan Program
Pam31mas ‘ E : ‘

-3 Mempunya1 kemampuan berkomunlka51 dengan ba1k

o 4.: Jujur, bertanggung]awab dan mem1l1k1 1ntegr1tas yang ba1k terhadap

pekerj aan;.
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S.. Mampu bekerjasama dalam tlm -

6. Sebelum melaksanakan keglatan d1 lapangan calon TFM bersedia
3 meng1kut1 pelatlhan oleh D1nas Tata - Kota, Tata Ruang dan
B Permuklman Kabupaten Bengkahs ‘

i.—'\

’I‘ugas dan tanggung _]awab Tenaga Fasﬂltator Masyarakat (TFM) adalah

S 1'.> Membantu PPTK dalam mensomahsamkan keglatan Keberlanjutan

: 'Program Pam31mas dlmasyarakat serta memfasﬂ1ta31 LKM /KKM
N untuk berperan akt1f dalam pelaksanaan keglatan :

2. Membantu KKM/ LKM dalam penylapan rencana keseluruhan dalam
penyedlaan layanan fas111ta31 desa pada - sasaran ba1k rencana tim
,maupun rencana 1nd1v1du, \ : gy

3 ) Memberlkan bantuan/ b1mb1ngan ‘teknis (p‘embnatan - gambar

‘ rencana pengukuran serta penyusunan Rencana Anggaran B1aya ‘

sebagalmana format yang telah dltetapkan pada pelaksanaan
program Pams1mas pada tahun sebelumnya :

4. Pengumpulan up- datlng data prlmer dan sekunder secara 1nten51f |
untuk keperluan momtormg yang berhubungan dengan 1nput data
? 1nd1kator kunc1 pelaksanaan program, ;; g ’

- _\5.‘ Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan o
- keglatan ~ ‘ o - SR

’ »6.k Membantu penylapan laporan pelaksanaan d1 desa/ kelurahan
‘(proses persiapan, pelaksanaan kontruksi, dan pasca kontruk31),
- yang kemudian dlsampa1kan kepada KPA dan PP’I‘K secara priodik -
Mlngguan dan Bulanan serta laporan akhlr \ '

7 ’I‘ugas lam yang dlperlukan guna kelancaran program

-

Lo BAB III i
MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme ' penyelenggaraan s pembangunan . Kegiatan
Keberlan]utan Program Pam31mas secara umum sama “ dengan
mekanisme pelaksanaan program ‘Pamsimas secara naswnal adalah

“-dengan cara - swakelola “oleh’: kelompok masyarakat desa dimana =

masyarakat berperan sebaga1 pelaku utama pembangunan Pelaksanaan
;pembangunan d1laksanakan atas dasar 1t1kad dan niat baik dar1
‘masyarakat untuk- secara bersama memenuhl salah satu kebutuhan
. dasar hldup yakm a1r ber51h/ mlnum S '
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Namun demlklan dlkarenakan keseluruhan ‘dana yang d1ter1ma:
oleh ‘masyarakat bersumber dari. dana APBD Kabupaten yang diberikan

- secara hibah oleh pemerlntah kabupaten guna kelancaran pelaksanaan~

dan memudahkan masyarakat untuk menyegerakan pelaksanaan
kegiatan - pembangunan Pemermtah Kabupaten -Bengkalis  tidak

mewa_]lbkan adanya zncash ~dan inkind dalam pelaksanaan ‘program.
"Hal yang perlu dlperhatlkan oleh masyarakat adalah mengoptlmalkan‘ 7
E penggunaan dana sepenuhnya guna kepentlngan penyedlaan sarana air

ber31h/ minum secara transparan dan dapat d1pertanggung jawabkan
(akuntabel) N

,TAHAPAN PER’SIAPANP o
1. Pem1l1han dan penetapan Desa/ Kelurahan calon penerlma dana

'hlbah Keberlan_]utan Program Pams1mas Tahun Anggaran 2015
2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan S

®

Rekruxtment dan penunjukan Tim Fasﬂltator Mayarakat (TFM);

4. Sos1ahsa31 keglatan Program Keberlan_]utan Pams1mas pada

- desa/ kelurahan -calon penerlma dana h1bah dan Penguatan
kelembagaan IR S ‘
5. ‘Penyusunan dan Penyampalan PrOJect Proposal dar1 desa/ kelurahan
calon penerlma dana hibah; - PRI e ,
6. vMusyawarah desa/ kelurahan dalam rangka penetapan recana
; pembangunan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB),
7. Pengesahan dan vahda81 RAB bersama fasﬂltator ~dan p1hak? :
- Pemerintah Kebupaten : S R S
8. Penyiapan Rekemng oleh LKM /KKM dan Draf Kontrak

9. Penandatanganan ' kontrak bantuan : Keberlanjutan ~ Program

Pams1mas

- 10. Pelaksanaan ﬁ31k keglatan

11. Pelaporan oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), ;

- 12. Serah terlma pekerjaan antara Pengelolan Program dan Pemerintah

Kabupaten Bengkahs ke Pemermtah Desa/ kelurahan bersama BP— :
 SAPMS. : e e .

3.1.1 ‘]KRiTERlA .KELURAHANf DAN DESA“SASARAN B

Desa/ Kelurahan yang d1Jad1kan sasaran penerlma dana
,bantuan untuk Keberlajutan Program Pam31mas dltetapkan ‘
- berdasarkan pr1ns1p dan dzaz keadilan dan tlngkat ‘kebutuhan
' Vserta kesiapan pengelolaan pasca pembangunan Sehingga dengan
;demlklan ~desa/ kelurahan yang. dltetapkan sebagai penerima
bantuan benar-benar dapat dl_]adlkan ~desa/  kelurahan
percontohan bagi desa/ kelurahan laln untuk pembangunan pada

" tahun- tahun berlkutnya o
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Adapun secara umum penetapan desa/ kelurahan sasaran
penerima bantuan . adalah berdasarkan laporan usulan dari -
fasilitator. keberlanjutan Prov1ns1 R1au yang terlebih dahulu telah
melakukan ‘evaluasi terhadap pemanfaatan’ sarana pamsimas
yang telah d1sed1akan serta klnerja BP SPAMS ‘selaku pengelola -
deﬁn1t1f yang telah d1tunJuk oleh desa/ kelurahan serta kriteria

- lain sesuai dengan yang d1tetapkan secara. umum oleh Pemerintah

terhadap . desa/ kelurahan /‘ _yang layak . }untuk‘ dilakukan

keberlan_]utan program. | A i

Adapun krlterla umum Desa/ Kelurahan penerlma bantuan

adalah ' ‘ L

a. Desa/ kelurahan calon penenma pernah ‘melaksanakan |

program Pams1mas, sehlngga telah mem111k1 kelembagaan yang

cukup yang terd1r1 dari LKM/KKM, BP- SPAMS dan lainnya.BP- .

'~ SPAMS selaku pengelola’ berperan aktif dalam pengelolaan‘
. sarana ‘yang telah disediakan; o :

b. Kuahtas SPAMS yang memada1 dan memungkmkan untuk
, d11akukan pengembangan (kelengkapan bangunan pokok dan
kfungs1), L A R o ’ ,

c. Sarana” Pam31mas yang telah dlbangun dlmanfaatkan oleh

,masyarakat yang d1tunJukkan . dengan adanya upaya

“operasmnal dan pemehharaan dalam bentuk iuran dan cost
recovery, o . , , 5 i

.d. Adanya kelnglnan dan dukungan yang kuat masyarakat N
L'desa / kelurahan dan aparatur desa /kelurahan yang dituangkan
. »kedalam surat | pernyataan minat: dalarn upaya melakukan
- pengembangan sarana yang disediakan;

‘c;'."Program kerJa LKM/ KKM (PJM Pro AKSI) dalam usaha
' penmgkatan / pengembangan sarana yang dlsedlakan

‘Dalam hal yang bersifat - mendesak terhadap desa/ kelurahan
~yang sulit air dan_ memang sangat dlperlukan untuk dllakukan .
:pembangunan sarana penyedlaan ‘air- bers1h/ minum, kriteria '
“diatas tidak ber31fat menglkat untuk dilakukan intervensi dalam
upaya pemenuhan kebutuhan air bers1h/ mlnum ‘pada suatu
desa/ kelurahan. ~ Namun “demikian ‘keseluruhan mekanisme
pelaksanaan dan pembentukan kelembagaan tetap mengacu pada'
- ’proses pembangunan program Pam51mas




g 3 1 2 STANDAR OPERASIONAL DESAIN DAN PELAKSANAAN

Sebagalmana yang d1tegaskan pada maksud dan tujuan‘

- _ ,pelaksanaan keg1atan Keberlanjutan Program Pams1mas pada Bab

- 3.1.3

I bahwa tuJuan akhir dan pelaksanaan program 1n1 d1maksudkan_' .

,untuk ~melakukan pemngkatan / pembangnan / pengembangan
sarana Pamsunas menJadl sarana andalan penyedlaan air bers1h / :
mlnum . : i : Sl G ;
D1karénakan unit sarana Pam’Simas yang'diSédiakan melalui
kprogram na51ona1 Pams1mas sangat var1at1f maka bangunan yang

‘ d1_]ad1kan standar m1n1ma1 adalah unit sarana dengan sumber air -

permukaan ba1k sumur bor maupun‘ Waduk sementara

,pengembangan ' menJadl sarana penyedlaan air - minum

d1sesua1kan dengan kebutuhan di lapangan i
‘SOSIALISA‘SI DESA UNTUK ‘PEN‘GUATAN‘ 'KE‘LEMBA'GAAN

: Musyawarah Desa/ Kelurahan ‘ini d1fas111ta31 oleh Kepala
Desa/ Lurah dan TFM bersama warga desa yang bertu_]uan untuk
a. i‘Mensos1al1sa31kan program kepada aparat de‘sa, : tOkoh
'masyarakat dan masyarakat luas; e O ’ '

: b ‘ Malakukan penguatan terhadap kelembagaan yang telah

‘-";terbetuk pada program  Pamsimas. Terhadap kelembagaan
yang perlu d11akukan perombakan atau penunjukan ulang
maka segala proses yang harus dllaksanakan meng1kut1 pola
‘L "penunjukan pada program Pam31mas B ‘

¢S Salah’ satu agenda s031a11sa31 adalah peny1apan project

'3.1.4

: proposal i ki yang ber151kan ‘ rencana - umumr
E {fpembangunan /pemngkatan /pengembangan sarana Pams1mas
- menJad1 sarana andalan penyedlaan a1r ber31h/ ‘minum di

X tlngkat desa/ kelurahan

MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN RENCANA-‘ :
PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN o

o BIAYA (RAB)

, Musyawarah Desa ini d1fas1htas1 oleh LKM / KKM yang telah'-

terbentuk bersama dengan TFM yang mehbatkan warga’
‘ desa / kelurahan yang bertuJuan untuk ' '

' a. Mengldentlﬁka51 permasalahan air ber31h/ mlnum dan pola

penanganannya, , , S et
b Menetapkan recana keberlanjutan umt sarana pam31mas
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- C. Membuat dan menetapkan rencana keglatan dan penyusunan

B RAB untuk di ver1ﬁkas1 oleh pemermtah kabupaten ‘melalui
PP’I‘K KPA dan tim Verlﬁkas1 yang telah dlbentuk '

Hasﬂ keputusan musyawarah desa/ kelurahan dlsahkan dengan ‘

- Surat Keputusan Desa/ Lurah yang dltandatangam oleh Kepala
'Desa/Lurah DR

3.1.5

PENGESAHAN DAN VA'LiDASI «RENCANA‘ ANGGARAN BIAYA (RAB)‘

Berdasarkan has11 survey mengenal harga bahan upah dan:

} pemasok matenal maka diminta kom1tmen dari. kelurahan/ desa

‘untuk menJalankan secara konsekuen dan RAB ini merupakan

~dokumen ‘yang dlgunakan untuk pengesahan sebaga1 dasar -

v ‘pembayaran yang sah

3.1.6

PENYIAPAN‘REKENING,D_AN .DRAF Ko_NTRA:K'f |

Untuk LKM / KKM yang ma51h mem1hk1 rekenmg aktlf tldak
perlu d11akukan pembukaan rekenlng baru cukup menggunakan“

rekenmg lama yang d1paka1 pada ‘saat penyelanggaraan program S

Pamsimas.. Sementara‘ itu - _bag1 LKM/ KKM _yang. terjadi
perombakan : d1karenakan permasalahan tertentu Vs_ehingga'v
mangharuskan membuat akte - ‘baru’ dan rekening baru maka
setelah Rencana’ Anggaran Blaya (RAB) ":\disahkan " Ketua dan

' Bendahara LKM / KKM segera membuka rekemng d1 ‘Bank Riau

3.1.7

- 3.1.8

Kepr1 terdekat

,PENANDA:{VTANGANA'N‘KONTRAK |

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan
selesa1 dlslapkan maka dllakukan penandatangan kontrak antara
LKM /KKM dengan KPA sebagal PPK. :

PROSES . PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK :

f KEGIATAN

. Snmber dana - untuk program Keberla_]utan Program
Pamsimas - keseluruhannya “berasal dar1 APBD Kabupaten

Bengkalis Tahun Anggaran 20 14 yang 51fatnya bantuan

kemasyarakatan dan dlkenakan paJak sesua1 dengan ketentuan
dan perundang undangan yang berlaku
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Bantuan dana dlberlkan dalam bentuk dana hibah yang
,»dlcalrkan langsung ke rekemng KKM/ LKM Penyaluran dana
' h1bah APBD akan dllakukan secara bertahap melalui Kantor Kas
Daerah Kabupaten Bengkahs ke rekenlng KKM/LKM. Proses"
: ‘pencalran dllakukan dalam 3 (tlga) Tahapan me11put1 o

a. Penca1ran Dana Tahap I PR
- Pencalran dana APBD tahap I sebesar - 40% (empat puluh
: persen) dapat dlajukan setelah Kontrak dltandatangam dan

o 'kelompok masyarakat siap untuk melaksanakan swakelola

Syarat— syarat Pencairan Tahap I :

o \1‘0\'01} pa‘to »-a

*Surat PerJanJ1an Pemberlan Bantuan / Kontrak Kerja;
. ,'Akta/ pencatatan notarls pembentukan KKM;

7 Berita Acara Permlntaan Pencalran Dana (BAPPD),
Foto copy DPA APBD; ‘

O Foto copy rekenmg KKM ;

5_KW1tans1 sesuai Jumlah dana tahap I;

. Surat Perlntah Ker_]a (SPK); .~ . E
Surat Pernyataan dari | ‘K(')ordinator"'_ LKM/KKM dan

, ”diketahul oleh: Kepala Desa/ Lurah : o
‘jPakta Integrltas Penerlma Bantuan Hlbah

10;’Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja

.-{Bantuan Keuangan

L11.
12.
dlkeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Rencana’ Penggunaan Dana (RPD I),
Surat rekomendas1 pencalran oleh. KKM ke Bank yang

Pencalran Dana Tahap 11

Pencalran dana tahap II sebesar 30% (tlga puluh persen) dapat

dlajukan melalui proses

1.
2.

Berlta Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD),
,Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90%

- dana tahap [ telah d1gunakan (dllengkapl kwitansi, foto

keglatan dan adm1n1stra31 pendukung 1a1nnya),

. Berlta Acara Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, pekerjaan
fisik telah mencapal minimal 30%; "~
,Laporan Kema_]uan Keglatan dan Blaya (LKKB) - Progres

~ fisik dan keuangan

}CQO\IChch-

J 'KW1tan31 sesuai Jumlah dana tahap II

. Foto copy rekening KKM; '

.. Foto (dokumentasi) kegiatan;

'.Rencana Penggunaan Dana (RPD- II), ,

"“_Surat rekomendasi pencairan oleh KKM ke Bank yang

o lekeluarkan oleh PPK
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Pencalran Dana Tahap 11 ; RS R .
Pencalran dana tahap III sebesar 30% (tlga puluh persen) dapat
. dlajukan melalul proses: - Tt '
1. VBer1ta Acara Permlntaan Pencalran Dana (BAPPD);
E 2. Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang menyatakan 90%
’ g dana tahap II telah dlgunakan (dllengkapl kwitansi, foto'
keg1atan dan admmlstras1 pendukung 1a1nnya)
3. kgBer1ta Acara Kema_]uan Pelaksanaan Keglatan pekerjaan
’ ‘ﬁ31k telah mencapal minimal 60%; . ‘
4. ”ﬁ"'Laporan Kema_]uan Keglatan dan B1aya (LKKB) — Progres
fisik dan keuangan N '
S. ;;KW1tans1 sesual Jumlah dana tahap III _
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesalkan Keglatan
R (SPKMK), : ' ‘
7. AFoto copy rekemng KKM

o’

. Foto (dokumentas1) keglatan

9.;""Rencana Penggunaan Dana (RPD III), :

10. Surat rekomenda31 pencalran oleh KKM ke Bank yang
o d1ke1uarkan oleh PPK B '

" TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

1. Penylapan lokasi. : v , o

- Jika membutuhkan "lokasi"* untuk pernbangunan/peningkatan/
pengembangan ‘maka. harus masyarakat harus’ menyedlakan tanah
hibah yang dlperkuat dengan pernyataan h1bah dan lokasi hibah
harus terintegrasi / dekat dengan sarana yang akan d1kembangkan '

- 2. LKM/KKM menga_]ukan RPD dalam 3 tahap‘._sesruar denganl

- ,mekanlsme pencalran v : ,
3. Pengadaan material dan barang serta pekelja
4. Pelaksanaan ﬁs1k - “ '

“TAHAPAN I\./IQNITORING"“"’M

1. Monltorlng dan pendampmgan secara. terus ‘menerus dilakukan oleh
TFM  yang telah d1tunjuk mendamp1ng1 pelaksanaan kegiatan
didesa/ kelurahan. ' - '

2. Monltormg dllakukan oleh KPA PPTK dan staf Dlnas Tata Kota, Tata

Ruang dan permuklman Kabupaten Bengkahs secara prlodlk tertentu' |
atau pada saat yang d1per1ukan o T '

3. Monitoring dllaksanakan rn1n1ma1 dalam t1ap tahapan penca1ran dana

oleh LKM /KKM
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3.4  TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

1. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan oleh
LKM/KKM yang dibantu oleh TFM yang ditandatangani oleh
LKM/KKM dan TFM serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

2. Serah terima pekerjaan antara LKM/KKM dan PPK.

3. Serah terima pekerjaan anatara Pemerintah Kabupaten kepada
Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk selanjutnya dikelola oleh BP-
SPAMS yang telah ditunjuk agar dimanfaatkan secara optimal dalam
pemenuhan kebutuhan air bersih/ minum di desa/kelurahan yang
bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Keberlanjutan Program Pamsimas Oleh
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)/ Kelompok Keswadayaan
Masyarakat (KKM) Secara Swakelola Tahun Anggaran 2015 ini
diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas, dengan pola

pemberdayaan masyarakat diberbagai tingkatan.

{/BUPATI BEN
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. LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
'NOMOR : 32 Tahun 2015
TANGGAL 1 Juni 2015 |

PEDOMAN PENYEDIAAN DANA SHARING UNTUK PROGRAM HIBAH KHUSUS
PAMSIMAS (HKP) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

1.1

1.2

‘ MAKSUD ‘

BABI
UMUM

LATAR BELAKANG& =

Sebagal bentuk apr681as1 dan motivasi pemerlntah terhadap,

' pelaksanaan program Pams1mas bagl desa-desa yang telah menerima

bantuan dan meng1kut1 program Pamsimas reguler yang berkmer_]a dan
berkomltmen ba1k terhadap pelaksanaan - program Pamsimas,

,Pemermtah membenkan reward berupa dana tambahan untuk

pemngkatan sarana me1a1u1 program Hidabh 1nsent1f desa (HID) dan
Program - H1bah Insentif Kabupaten (HIK) - terhadap Kabupaten yang
dlanggap senus dalam pelaksanaan proogram Pam31mas dan upaya -
pemenuhan target MDGS ' ' :

Sungguhpun demlklan dalam pelaksanaan program Pam31mas '

‘masih  terdapat - desa/ kelurahan tersebut” yang' belum }secara'

keseluruhan berfung31 sepert1 yang dlharapkan Berbagal kendala dan

‘ permasalahan mengaklbatkan di beberapa desa/ ‘kelurahan Pamsimas
~ tersebut - sarana yang telah dlsedlakan kurang dlmanfaatkan secara

utuh, belum dlmanfaatkan hanya bermanfaat sebaglan -ataupun
mekanisme operasmnal/ pemehharaan dan 81stem 1uran yang belum

- berj alan efektlf

~ Dalam upaya tlndak lanJut permasalahan dan kendala bagi desa-

desa/ kelurahan yang t1dak dalam kategor1 berpresta51 tersebut

Pemerintah menyelenggarakan program bantuanr Hibah Khusus
Pamsimas. yang d1harapkan dapat menlngkatkan keberfungs1an sarana
prasarana Pams1mas dalam menyedlakan kebutuhan -air bersih/air

grmnum bag1 masyarakat desa/ kelurahan

Program ini dlmaksudkan untuk memberlkan kepada Kabupaten
pelaksana Pams1mas yang tldak memperoleh HIK dan memiliki rencana

_'melakukan optlmahsa31 desa - Pam31mas yang: sudah tldak berfungs1/»

sebaglan berfung31 guna menlngkatkan kmer_]a keberla_]utan prasarana

" dan sarana SPAMS di desa/ kelurahan yang pernah meng1kut1 program

'Pams1mas
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: TUJ UAN

Adapun yang men_]adl tujuan pelaksahaan ~Hibah Khusus
: Pam31mas adalah ' I N

a. Penguatan kesmambungan SPAMS d1 tlngkat desa/ kelurahan

' melalu1 pengaturan dan pemblnaan pasca proyek

~b. Perluasan cakupan pelayanan ‘dan penguatan kesmambungan

SPAMS di tlngkat desa/ kelurahan

- C. Mendukung penguatan pemehharaan pasca konstruks1

. SASARAN g.-~-‘

Sasaran program HKP adalah melakukan peningkatan

.optlmallsa31 terhadap sarana prasarana SPAMS pada desa/ kelurahan

Pamsimas yang berfung31 sebaglan atau tldak berfung31 dikarenakan

- faktor tertentu sehmgga dapat dlmanfaatkan kembah dan berfungs1
‘sebagaimana yang d1harapkan F

RUANG LINGKUP

Ruang llngkup program "HKP adalah pengembangan maupun

: penlngkatan sarana dan prasarana Program Pams1mas yang tidak
_ berfung81 atau berfung31 sebaglan o ‘

dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan organisasi - yang telah

1.6

d1b_entuk,ses{ualwd‘engan» Petunjuk Teknis Program Pamsimas. -

PRINSIP DAN PENDEKATAN

a. Pola kemltraan antara Pemermtah Kabupaten dengan Masyarakat

. dan Pemermtah Pusat

b. Hibah Khusus men_]adl dana pendampmg (sebagai stlmulan) bagi

porsi pendanaan APBD dan por31 kontrlbu51 masyarakat dalam
j perbalkan pelayanan air ber31h /air mlnum berba31s masyarakat

' c. Pakem memfasﬂ1ta81 proses pemlhhan desa/ kelurahan penerlma ,

? .H1bah Khusus Pams1mas untuk diputuskan dan dltetapkan di tingkat
Kabupaten ‘

- d. Pagu dana Hlbah Khusus adalah pagu t1ngkat Kabupaten

Selan_]utnya pagu dana program Hibah Khusus Pam31mas untuk -
'setlap desa/ kelurahan dltentukan di t1ngkat Kabupaten
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~ 'BABI
~ ORGANISASI

\ Kelembagaan dan orgamsa31 pelaksanaan Program HKP mengacu -
pada petun_]uk tekms yang dlkeluarkan oleh: Pemermtah Pusat dalam

, hal ini Kementenan Pekerjaan Umum Repubhk Indonesm

B R BAB III ‘
MEKANISME PENYELENGGARAAN

UMUM

Secara umum pelaksanaan dan mekamsme penyelenggaraan-

"Program HKP mengacu pada petun_]uk teknis yang dlkeluarkan oleh

Lo Pemerlntah Pusat dalam hal 1n1 Kementrian- Pekerjaan Umum Republik

390

Indonesm

PENDANAAN

Sesual dengan ketentuan yang telah dltetapkan oleh pemerintah

pusat pendanaan program Hibah Khusus Pam51mas bersumber dari

40% dana BLM . APBN 40% BLM APBD dan 20% dan partisipasi

. masyarakat baik berupa in cash senllal 4% dan in klnd sen11a1 16%.

a. Kesedlaan Dana APBD Kabupaten Bengkahs

Co 1. Pemermtah Kabupaten Bengkahs mengalokas1kan anggaran;

' sen11a1 Rp 810 OOO 000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

]yang bersumber dari APBD. Kabupaten Bengkahs Tahun
Anggaran 2015 sebagal bentuk part1s1pa81 dana stimulan
pemerlntah Pusat. Adapun rincian - alokasi dana ~per - desa
dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Desa Penerlma
HKP Tahun Anggaran 20 15 :

2. Dana sharlng BLM untuk keglatan HKP d1a10kas1kan dalam DPA

Setda Kabupaten Bengkahs yang menyatu pada keglatan

‘iKeberlanJutan Program Pam51mas dengan total -anggaran senllal_

Rp.  5.000. OOO 000,- (lea Mllyar Ruplah) yang kemudian

A penyalurannya d1sesua1kan dengan kebutuhan ‘yakni senilai

Rp. 4.190. 000. OOO (Empat M1lyar Seratus Sembllan Puluh Juta.

: .Rup1ah) untuk keperluan Keberlanjutan Program Pams1mas dan

Rp. 810.000. 000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Ruplah) untuk
keperluan dana Shanng HKP
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b. Mekanisme Penyaluran Dana HKP :

1.

Nilai BLM tiap desa disesuaikan dengan RKM yang disusun oleh
masyarakat dalam proposal HKP. Bilamana terdapat perubahan
dari proposal HKP, maka nilai RKM per desa dapat disesuaikan
lebih lanjut namun tidak boleh melebihi pagu BLM APBN per
Kabupaten yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan
Direktorat Jenderal Cipta Karya;

Komposisi pendanaan RKM yang berasal dari dana APBN dan
APBD masing-masing sebesar 40% dan kontribusi masyarakat
sebesar 20% yang terdiri dari 4% incash dan 16% in-kind;

Penyaluran dana BLM dari APBN dan APBD dilakukan secara
terpisah dilakukan dimana setelah dana in-cash tercatat dalam
rekening LKM dan disalurkan dalam 2 tahapan yakni tahap I
sebesar 50% dan tahap II 50%;

Penyaluran dana BLM dari dana APBD harus dilakukan
selambat-lambatnya sebelum pencairan dana BLM APBN
tahap II;

Bentuk surat menyurat dan administrasi mengikuti format juknis
Program Pamsimas baik HIK/ maupun HID tahun 2013.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Penyediaan Dana Sharing Untuk Program Hibah Khusus

Pamsimas (HKP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 ini

diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam

pelaksanaan kegiatan Keberlanjutan Program Pamsimas Khususnya

program Hibah Khusus Pamsimas (HKP).
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